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- PERANG IRAK ~IRAN MENGANCAM KEAMANAN -
'PELAYARAN KAPAL NEGARA NETRAL

Oleh: Rusdi Malik, S.H.

Sejarah menunjukkan bahwa perang tidak pernah berhasil melindungi ke-
- pentingan negara-negara netral, negara-negara yang tidak terlibat perang. Oleh

- karena itu, tidak mengh
f dzan melibatkan diri da
' nya Amerika dalam’ Rerang
: antora Imn—[tqu pun
 jamin, namun: belum me
- negara-negara loin. Rusdz M
Hukum Intemaszonal

Peperangan antara Irak fi_an"lran te-
lah  berlangsung sekian: puluh--bulan

pihak:...Dan sekarang inj

peran; tersebut ielah menmgkat pada;

3‘-31p11 “dan kabarnya Juga menggunakan .

‘senjata kimia. Dan fentu Sajz hal ter
sebut merupakan pelanggaran terhadap
Hukum Humaniter Internasional.

Selain itu, masih ada lagi yang me-
rupakan ancaman atau pelanggaran ba-
gi Hukum Humaniter Internasional
vaitu mulainya sasaran serangan dua
belah pihak pada kapal-kapal dagang
atau tanker dari negara netral, negara
yang tidak menjadi pihak dalam pepe-
rangan tersebut.

Seperti kita ketahui pada bulan
Mei 1984 saja ada delapan buah kapal

i bila suatu negara-yang awalnya-netral, keru-
msafzya — berpihak pada salah satu pihak, misal-
Durtia 1 dan Perang Dunia I, Dalam Perang Teluk
n dan kepenrmgan negara-negara netral tidak ter-
kep;zda perang yang: secara terbuka melzbatkan
H., mencoba melihat Perang Teluk dari sisi

Redaksi

dagang atau ".kapal__ tanker. dari ‘negara

] i an . netral yang ditenggelamkan dalam pe-
lamanya, dan telah memakan korban :
yang tldak_ sedikit © bag}.'kgdua_.._elah_f;'

rang. Irak--Iran di perair'an Teltik Per-
sia. Di. ‘samping : itu, Irak 3uga telah

5 mengumti kan ‘bahwa  Teluk ‘Khowr
Musa menjad suaty mna perang dan

tas pelabuhan
' yan bernama Kharg. Peristiwa-

peristiwa tersebut mempakan ancaman
bagi pelayaran kapal-kapal negara ne-

tral dan ini bertentangan dengan ke-
tentuan daiam hukum perang di laut
yang selama ini dihormati oleh negara-
negara di dunia. Ada tiga hal yang
menjadi masalah yang perlu kita sorot
dalam rentetan kejadian di atas, yaitu:
I. Bolehkah Irak dan Iran melakukan
penyerangan atas kapal-kapal da-
gang atau tanker milik negara ne-
tral ?
2. Bolehkah negara-negara yang berpe-
rang itu menyatakan bahwa sebagi-
art dart T o111 Rebae 43 Talnlr Baeale
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dm sebagai daerah atau kawasan
“perang? i R SR
3::Bolehkah negara~negara yang berpe—
rang itu melakukan blokade atas pe-
labuhan:musuhnya untuk dimasuki
';-'O'leh'semua kapal 7

_Sebelum men;awab pez tanyaan per-

atau perjanjlan aﬁtarnegara maka hu-

kum'‘peperangan di laut sebagian be-

sar hanya berupa peraturan-peraturan
yang: telah ‘menjadi hukum Leblasaan
internasional.

Walaupun demikianHukum Pepe-
rangan di-Laut mempunyai suatu per-
aturan pokok yaitu The Paris Decla-
ration Respecting Maritime Law 1856
yvang:merupakan suatu ketentuan yang
paling -tua dalam jajaran hukum pepe-
rangan di darat atau dilaut. Deklarasi
Paris ini:antara lain berisi :

a. Menghapuskan - :apa yang dlsebut
privateering.

b. Melarang : penahanan: atau: ‘penang-
leapan - barang-barang milik musuh
atau negara netral yang berada di
atas kapal negara netral, kecuali ter-
hadap contrabande.

¢. Melarang penahanan atau penang-
kapan. barang-barang milik ‘negara
netral, kecuali .contrabende yang
berada di atas kapal museh..

d. Menentukan bahwa agar suatu blo-
kade dapat mengikat dan dipatuhi,
blokade tersebut harustah dilaksa-
nakan secara efektl, umpamanya
dengan menggunakan suatu kekuat-
an armada yang cukup kuat, sehing-
ga dapat menghalangi keluar-masuk
atas pantai musuh yang dimaksud.

T mvvnenmer v 2413 malm d1r v 1rem & ohoom 1 e g

a3l

yang ‘berupa konvensi internasional”’
yaitu antara lain The London Protocs]™
(1936) on Submarine Warfare, Kons
vensi Den Haag 1907 No. VIII, No. IX
dan XII dan: XIIT serta Konvensx Jen_
wa 111949, Lebih lanjut yang jug
penting diperhatikan adalah suatu kon:
sep yang dibuat di London tahun 1909
yang dikenal sebagal Declaration Con-
cerning the, --,L;z_w_s of  Naval Warfare,

yvang- sayangnya-sampai- saat. ini tidakﬁa_.

pernah. diratifikasi oleh negara-negara -
di dunia, tetapi-diakui semua ketentu:;.
an yang .menjadi- konsep itu-sebagai.®
suatu hukum kebiasaan dalam pepe-;:
rangan di laut. 3
Seperti apa yang dikutip oleh Prof
IA. Shearer dati The Internarionnl Law .
of the.Sea karangan D.P. O’Connell,. -
bahwa dua prinsip umum vang terda-:-
pat dalam, hukum perang di. iaut ada-i:
lah:. ‘ N R
1. Hak dari para negara netrai agar
perdagangan . dan kepentmgannya
diperhatikan dan dilindungi. -
2. Perlakuan yang berperikemanusia- .
an dari para negara yang berperang. : -
Dalam hubufgannya dengan prinsip .,
pertama iiu, maka Kita merasa prihatin
dalam melihat rentetan peristiwa di
perairan Teluk Persia tersebut. Tetapi . .
kalau. kita perhatikan . betul, dalam
peperangan .di laut, salah satu carg .
yang digunakan. adalah untuk mema- . :
tahkan perekonorman musuh. Seperm. _
kita ketahm bahwa dalam peperangan .
di laut, di sampmg mempunyai tujuan .
untuk menghancurkan armada perang
musth dan pantai-pantai vang diper
tahankan oleh musuh dan membantu
operasi penciaratan atau ampxbl maka
peperangan di laut ]uga digunakan un-
tuk melematikan atau menghancurkan
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nutup. pantm-panta; dan pelabuhan. .

‘pelabuhan musuh, menahan atau me-

ménghancuikan perdagangan ' mﬁsuh
' dan memutuskan lalu-lmtas perhubung-.._
t musuh di samping melindungi

arfnacia dagang dan hubungan lalu-lin-
tas ]aut dan negara sendir.

Dalam meIakukan suatu kegxatan :
peperangan ‘di-laut yang mempunyai -

“sasaran- untuk -melemahkan; ekonomx
musuh;’ dengan mengisolasi’ negara mu-

suh it dari negara lain di dunia, tidak’

dapat  tidak ‘akan mengenal atau ‘me-

nyinggung “kepentingan negara ketiga
yang netral. Sebab negara musuh ity -

tentu saja - dalam “melakukan- perda-
gangannya antara lain ‘juga ‘dengan

negara-negara netral. Tetapi untuk iso- L
lasi- perdagangan ' negara musuh ‘ini,

oleh Deklarasi - London * tahun 1909,
telah ditetapkan bahwa hanya barang-
barang yang dikualifikasi ‘sebagai con-
tabaride yang dilarang masuk Xe dalam
daerah musuh. Dan dalam: Deklarasi
London itu ada 3 macam barang yaitu
absolute " contabande, relative conta-
bande, dan barang barang bebas atau
umum,

Sepert1 telah dmtarakan dalam per-
mulaan tulisan ini bahwa Hukum Pe-
perangan di Laut, sebagzan besar me-
rupakan ketentuan vang berupa hu-
kum “kebiasaan atau customary “law.

Dan- ketentuan Hukum Keblasaan In-

ternasional mengenm perang di laut,
menentukan bahwa terhadap kapai
kapal dagang dalam masa peperangan
dlperlakukan sebagal berkut: =
1. Terhadap kapal dagang musuh
a. Boleh dikunjung1 dan diperiksa
{subject to visit and research).
b. Boleh ditahan atau ditangkap.

c. Roleh ditensgelamkan hanya de.

Hukum dan Pembangungn -

ngan alasan: : E
1) Kapal tersebut tidak mau ber- :
henti untuk d1kun3ung1 dan £
: .diperiksa,
: 2) Kapal tersebut dengan tegas
menolak untuk - dikunjungi
. dan diperiksa, .
3) Kapal tersebut berada dalam.
konvoi kapal perang musuh,

__:4) Kapal tersebut dxpersen}ataz e

" Contuk menysrang, SN
"5) Kapal tersebut bertindak se-
bagai kapal bantu angl‘:ata.n.:_E
laut musuh,

2. Terhadap, kapal dagang negara ne.
tral:
a. Boleh dikunjungi dan dzpenksa
b. Bila tidak dicurigai (mnocent} .

- harus dibebaskan.

c. Boleh ditahan, iika: :

1) Kapal tersebut berusaha un-
- tuk menghindari kun;ungan
dan pemeriksaan,

2) Kapal tersebut memiliki su- -
‘1at-surat  palsu atau - tidak
mempunyai samasekali surat-
- surat yang diperlakukan,

3) Kapal tersebut membawa ba-
rang contrabande.

4) Kapal tersebut mencoba me-
nerobos blokade yang dilaku-
kan.:

-5) Kapal - tersebut mengangkut
pasukan musuh. '
6) Kapal tersebut mengirimkan
informasi kepada musuh.
7} Kapal tersebut melanggar dae-
rah yang dinyatakan daersh
perang.

3. Boleh ditenggelamkan, bila kapal
dagang negara netral itu melanggar
ketentuan mengenai kenetralannya
dan situasi militer tzdak memung-
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"'-.f--i..:'syarét harus-lebih dahulu’awak ka-
- #;pabdan penumpang serta surat-surat
kapaE itu d1selamatkan :

-.Dalam hubungan dengan negara ne-
peperangan di laut, patut
juga chperhatlkan ketentuan - dalam
nsi . Den Haag No. XIH tahun

mak-pxhak yang 'Derperang Wajlb meng-

L o:mau hak dan kedaulatan negara-ne-
ot gara ‘netral dan 'menghan diri untuk tidak
" melakukan di wilayah netral atan diper-
“Waitan ‘laut netral sesuati tindakan’ apa
“ipuniyang akan merupakan suatu pelang-

:igaran terhadap netralitas . . ; dan seterus-
nya

Sedangkan Pasal 2 dan KonvenSI itu

berbunyi: = 00 b

X Any act af ho&nlzty ~in'the zemtonal
“Maters of ¢ nmeutral power constifiltes

va -violation - of newtrality and is smct!y
forbxa’een el

“"Kalau “kita kembali kepada perta~
nyaan’ pertama-pada awal tulisan ini,
yaitu ‘apakah boleh negara Irak atau
Iran melakukan penyerangan atas ka-
pal-kapal *'dagang atau ‘tanker negara
netral, tentu szja harus kita kembali-
kan “kepada ketentuan dari ‘hukum
tertulis atau hukum kebjasaan inter-
nasional mengenai perang di Iaut yang
klta uraikan di atas, Dan dalam kasus
penyerangan .atas kapal tanker Saudi
Arabia yang bemama Yanbu ‘Pride
oleh angkatan udara Iran yang berada
di_perairan teritorial Saudi Arabm 30
mil di selatan Ra_s Tanura, jelas meru-
pakan pelanggaran dari Hukum Inter
nasional,

) _Daﬁ Sei_anjutnya mengenai kasus se-
rangan pesawat udara Irak pada tang:
anl 78 Anril 1084 atas banal 4nnlar

"Saudi “Arabia yang bernama Safma

Al‘ Arab “yang kebetulan sedang me-
muat’ minyak di pelabuhan mmyak

“Iran yang bernama Kharg, adalah ‘se-

dikit’ banyaknya menyangkut pengertl-'
an apa yang disebutkan dengan berda- .
gang dengan musuh (rrading with’ the
enemy) - dalam  hukum peperangan
Seranganterhadap kapal tanker Saudi
Arabia 4! Ahood pada tanggal 7 Me1_
1984 oleh pesawat udara Irak juga ter. .
jadi ‘dalam keadaan yang sama sedang
memuat minyak, yang menurut per-
tanyaan Irak® bahwa kedua kapal ter-
‘sebut “akan mengangkut minyak mu-
suh, yaitu Iran, Dan selanjutnya akan
timbul ‘pertanyaan bagarmana seandai-
nya kedua kapal itu yang membawa
minyak lranberada di laut bebas,
bukan di perairan atau peiabuhan Iran,
apakah Irak juga akan menyerang ke-
duakapal itu, karena membawa mii-
nyakTran? .

Mengenai masalah perdagangan de-
ngan musuh ini, memang banyak seka-
iy kasusnya dalam masa lalu teritama
dalam pérang dunia pertama dan ke-
dua. ‘Dalam kasus di Teluk Persia ini
juga masih dapat dipermasalahkan apa-
kah minyak Iran yang telah dipompa-
kan ke dalam suatu kapai tanker ne-
gara netral, apakah masth dlanggap
sebagai minyak Iran oleh negara Irak.
Tetapi dalam kalangan negara—negara
di dunia’ banyak dianut pendapat atau
pedirian dari negara Inggrs yang me-
ngatakan: , . . it has been the esm-
blished rule of law of this count?y,
confirmed by the Judgement of the
Supreme Court, that a trading with
the enemy except under a royal licen-
se, subject the property to conf isca-
tion.

_ Dengan dexmklan barang barang
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.bal negara netral di pelabuhan musith
mdan barang-barang milik. musuh. atau
._berasal darl negara musuh Yang dimuat
daIam__ kapal netral, akan. ~dapat disita
sest _dengan pendapat dari negara
KInggns tadi. Di samping itu ada teosi
hostile mfectzon yang menunjang pen-
dapat ,tersebut di, atas, yang: berkata
‘barang y yang berbau atau dapat
_dikaitkan dengan musuh - dapat saja
'dlsita
o _raktek yang dllaknkan oleh Inggns
dalam dua kali perang dunia tersebut
di, atas juga chanut oleh. pengadilan
Mesxr dalam tahun 1949 dalam kasus
Manne Gap, d1 mana d1putuskan bah-
wa barang yang berasal . dari-, Israel
dzanggap sebagal barang musuh Dalam
praktek prizecourt Inggris - d}katakan
bahwa: . N
o proper!y which has q hosrzle charac
ter ar the commencement of the voyage
cannot change that character By as-

signinent to neutral so long as the pro-
s perty remams in zranszru il

: :Predlkat sebagzu barang rnusuh dtu
akan lenyap bila pemilik netr&l dan
barang itu bebas datam ‘menguasai
atas barang 1tu Tetapi kebebasan me-
nguasau barang itu oleh pemmk ne-
tral itu hanya dapat dilakukan di luar
daerah ; perang. atau dllallt bebas.

. Tetapi yang Jelas aklbat dan pe-
rang Irak dan Iran, prerm asuransi
sangat tmggl atas ns1ko yang mung
kin dzalam: oleh tanker-tanker yang
berlayar di Teluk Persia selama buIan
Mei 1984. Dan syukur bahwa negara
Irzk dan Iran sampal hari ini masth
belum melakukan aksi mlizter d1 Juar
perairan Telu_k Persia, .

Hzgh Seas sebagal W:layah Perang
Sebagm pegangan klta memakai

Hukum dan Pembengunan

dstilah. Region of:War..diterjemahkan
.dengan Wilayah. Perang, sedangkan

Theatre of War -diterjemahkan’ de~
ngan Mandala Perang.

" Region of War secara umum dapat
dikatakan bahwa bagtan dan permu~
kaan bumi, di mana pxhak-pLhak yang
berperang dapat mempers1apkan dan
melakukan tindakan permusuhan - di

“antara mereka, Sedangkan Theatre of

War adalah bagian dari laut, daratan
atau udara di ‘atas dan dalam mana
perbuatan “atau tindakan permusuhan
sedang benar—benar berlangsung, De-
ngan . kata lain semua bagian Region
of War dapat dibuat menjadi mandala
perang, tetapi tidak semua bagian dari
Region of War itu perlu atau penting
dijadikan suaty mandala perang. Ka-
rena itu High Sexs atau Laut Bebas
yang meriipakan ferbuka bagi setiap
bangsa dan negara, maka bagi pihak-
pihak yang berperang juga merupakan
suatu Region of War dalam peperang-
an antara mereka. Tetapi sebaliknya
juga plhak pihak negara netral pun
berhak . atas penggunaan High Seas
itu. Sehingga benar apa yang dikatakan
Colombus, seorang ahli Hukum. Inter-
nasional bahwa:
Although as general rule the -high seas
are open.to all neutral shipping in time
of war as in time of peace, there are
Cera‘am EJCCEPHO?JS restrzctmg Ihl?l." move-
ments’ in the interest of the bell:gerenr

o rights of blocade, conrmband and unneu
- tral service. : :

Tetapl sejak perang duma kedua
selesai, bahwa kecenderungan pemba—
tasan’ atas kebebasan negara netral
dalam pelayaran di laut bebas guna
kepentingan bagi pihak-pthak yang
berperang, sudah tidak lagi secara te-
gas diperhatikan atan ditonjolkan lagi,
terutama dalam beberapa konferensi
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internasional, Hal ini ‘dapat ‘diperhati-
kan:dalam Konvensi Hukum' Laut In-
ternasional 1958 di Jenewa dan Kon-
vensi Hukum Laut Internasional 1982
di Yamaica, Seperti kita:lihat dalam
beberapa perang kemerdekaan atau pe-
rang saudara yang terjadi setelah ta-
kun 1945 maka peperangan Taut :ha-
nya ilakukan | dalam wilayah laut
:tentonal” ﬁkedua -belah pihak . saja.
Umpamanya pe:ang Vietnam, dan ju-
ga perang antara Mesir dan . Israel
Bahkan dalam prizecourt Mesir tahun
1960 dalam perkara fnge Toft, pejabat
Mesir mengatakan bahwa:

The United Arab Republic does not
exercise her rights of beligerency on the

high seas, but Iimits herself to exercising

. them - within -the confines. of her terri-
tory, posis and territorial warers.

Perkembangan atau kecenderungan
bahwa peperangar laut hanya terbatas
pada perairan teritorial negara bellj-
gerent tersebut di atas, oleh ahli Hu-
kum Internasional Scheuner ditonjol-
kan benar sebagai perkemnbangan yang
tidak dapat dibantah. Oleh Scheuner
dikemukakan contoh lain yaitu dalam
perang Malvinas, ketika Inggris meng-
umumkan bahwa -Laut -Bebas antara
kepulauan Malvinas dan peérairan ne-
gara Argentina sebagai mandala perang
atau daerah berbahaya, maka oleh
Uni Soviet diajukan protes kepada Ing-
gris bahwa hal itu melanggar jaminan
bagi kebebasan pelayaran di Laut Be-
bas seperti yang tercantum dalam Kon-
vensi Jenewa 1958 tentang Hukum
Laut Bebas.

Tetapi dengan rentetan peristiwa
vang terjadi dalam bulan Mei 1984 di
perairan Teluk Persia, apa yang dike-
mukakan sebagai perkembangan yang
baik dalam peperangan di laut oleh

Schetiner tad]  telab nuata cerata  Ai
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hambat. Sebab apa yang diklaim oleh
irak ‘bahwa sebagian dari Laut Bebas
di Teluk Persia bagian Utara dinyata-
Kan'sebagal’ mandala perang antara
Irak ‘dan Iran di mana kéebebasan
bagi pelayaran kapal-kapal ‘dagang
atau tanker negara netral tidak dija-
min, adalah merupakan suatu pelang-
garan atas Hukum Enternasmnal

Blokade

“Mengenai pertanyaan ke-3 ‘dalam
awal ‘tulisan ini, yaitu apakah bolech
negara yang berperang melakukan blo-
kade atas pelabuhan atau pantai dari
negara lawannya. Blokade yang demi-

" kjan -itu sebenarnya mempunyai arti

dalam “bidang ekonomi yaitu untuk

melémahkan perekonomian musuh.

Jadi; dalam hal ini telah banyak dila-
kukan oleh pihak-pihak yang berpe-
rang dalam perang dunia yang lalu.
Dan apa yang dilakukan oleh Irak
untuk memblokade pelabuhan Kharg
kepunyaan Iran adalah dapat dibenar-
kan. Tetapi harus memenuhi syarat
apa yang ditetapkan oleh Deklarasi
Paris 1856 tentang perang di laut
yaitu:

~ a. Blokade yang dilakukan itu hamus-

lah secara formil atau resmi di-
umumkan.

b. Blokade itu harus dinyatakan secara
tegas untuk pelayaran kapalkapal
dan biasanya dilakukan dengan no-
tifikasi diplomatik kepada negara
netral. Dan menuerat informast dari
Kedutaan Besar Irak di Den Haag
tanggal 17 Juni 1984, bahwa blo-
kade atas pulau dan pelabuhan
Kharg itu tidak secara resmj di-
umumkan.

c. Blokade yang dilakukan itu harus-
lah efektif dilaksanakan, artinya
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:.. oleh: suatu :_skwa_dron kapal perang tif melakukan blokade itu dan-ma-
....yang mencegah masuk dan keliar- lah menyerang kapal yang bersang
= iya kapal-kapal yang tidak dike- kuatan.

| ' hendaki. Terhadap kapal dagang ne-

. .tral yang menerobos blokade dapat  Kesimpulan .

. ditahan dan dirampas dan diajukan Dari tulisan di atas, dapatlah disirn-

.....kepada prize court. Nyatanya da- pulkan bahwa apa yang terjadi di Te-
i Teluk Persia ini, Irak T4l ; :

o BLGBETERE, ISIUKEESTSIa ny, Ira luk Persia, dalam bulan Mei 1984
malah menyerang kapal yang mene- yang lalu ito adalah merupakan suatu
robos blokade atas pelabuhan pelanggaran atas Hukum Internasional,
-K}.‘?Ig' yaitu kapz.d Safina Al Arai? dan”ancaman bagi pelayaran kapal ne-
5m_ﬂxk_ Saudi Al’abli.l. Dengan demi- gara netral. :
kian, bahwa Irak tidak secara efek-
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— Panglima perang dari suatu negara besar boleh men-
dapatikan kemenangan, namun fa takkan mampu me-
nundukkan kemauan searang mkyat biasa.
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